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ABSTRACK

DAS merupakan suatu sistem yang terdiri atas sub sistem sumberdaya dan sub sistem unit sumberdaya maka dalam
penelaahannya lebih tepat apabila kondisi dan fungsi pemanfaatan DPS Logawa dilakukan dengan pendekatan teori sistem
secara sistematis sebagai suatu sistem yang terpadu.

Ruang lingkup sistem keberlanjutan kondisi dan fungsi pemanfaatan DPS Logawa adalah faktor yang berkaitan
dengan penyebab terjadinya kerusakan kondisi fungsi DPS Logawa yang meliputi perilaku manusia antara lain kesalahan
perencanaan pembangunan, konservasi dan pendayagunaan serta pemanfaatan DAS, Kesalahan distribusi dan pengendalian
daya rusak, kelemahan kelembagaan maupun inventarisasi aset dan sistem informasi.

kesadaran seluruh pihak pemangku kepentingan (stakeholders) harus mau berpartisipasi dalam Pemanfaatan dan
pengelolaan DAS, terutama menghargai jasa lingkungan, merupakan kunci keberhasilan pengelolaan DAS. Pemanfaatan
sumberdaya DAS secara optimal akan berujung kepada tercapainya tujuan konservasi, produktivitas dan pengentasan
kemiskinan. Pemerintah (pemerintah pusat, interdepartemental, dan daerah) secara kolektif harus mampu memfasilitasinya.

Faktor penting dalam keberlanjutan kondisi dan fungsi pemanfaatan DAS adalah bagaimana regulasi dan
kelembagaan yang mendasari dan menjadi pengelola DAS tersebut dapat berfungsi maksimal secara efektif dan efisien.

Tulisan ini difokuskan pada peran metode focusing group discussion (FGD) sebagai fasilitator netral diskusi
berbagai stakes holders yang terkait dengan pengelolaan DAS untuk saling berkomitmen menyelesaiakan permasalahan
yang muncul setelah adanya UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan aturan aturan dibawahnya. Forum diskusi
diterapkan pada DPS. Logawa sebagai lokus penelitian.

I. PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG

Air merupakan kebutuhan pokok manusia untuk melangsungkan kehidupan dan meningkatkan
kesejahteraannya. Pembangunan dan pengelolaan sumberdaya air pada dasarnya merupakan upaya untuk
memberikan akses secara adil, efisien dan berkelanjutan kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan air
sehingga mampu berperikehidupan yang sehat, bersih dan produktif serta mengendalikan daya rusak air agar
tercipta kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera.

Kenyataan yang muncul saat ini, pada awal abad ke 21 mulai tertandai semakin sulithnya memperoleh
air yang layak dalam kualitas dan kuantitas bagi konsumennya (UNWWD Report, 2003). Salah satu dan yang
dominan sebagai penyebab kesulitan memperoleh air seperti yang diharapkan oleh setiap masyarakat adalah
semakin menurunnya kemampuan menyediakan air dalam suatu kawasan daerah aliran sungai (DAS) sehingga
proses hidrologi wilayah berubah, tak terkecuali DPS Logawa di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah.

Salah satu karakteristik suatu DAS adalah adanya keterkaitan biofisik antara daerah hulu dengan
daerah hilir melalui daur hidrologi sehingga pemanfaatan dan pengelolaannya harus ditangani secara lintas
sektor yang melibatkan pihak-pihak mulai dari instansi pemerintah, perusahaan swasta maupun masyarakat.
Pengelolaan DAS merupakan suatu kegiatan investasi untuk dapat memanen saat ini dan memberikan peluang
dipanen di masa depan dengan konsekuensi belum tentu investor tersebut mendapatkan keuntungan secara

langsung. Keuntungan yang tidak dapat dipanen langsung terutama berupa jasa lingkungan karena sebagian
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besar sumberdaya di dalam DAS merupakan barang milik umum (common goods dan public domain) (Kerr,
2007). Makna tersebut juga akan menuju kepada kesepakatan bahwa DAS merupakan bentuk dari sumberdaya
alam milik bersama (common pool resources, CPR), yang berada di atas maupun di bawah permukaan DAS.
Sumberdaya DAS oleh Agrawal (2001) dan Kerr (2007) dibagi menjadi dua komponen utama pendukungnya,
yaitu: (a) sistem sumberdaya (resource systems); dan (b) unit sumberdaya (resource units). Sistem sumberdaya
merupakan bentuk utuh keseluruhan DAS, sedangkan unit sumberdaya merupakan unit komponen penyusun
suatu DAS yaitu kayu, air/sumber air, bahan galian C, lahan, padang rumput dan lain-lainnya. Unit sumberdaya
pada umumnya mempunyai nilai ekonomi yang tinggi sehingga selalu dieksplorasi dan eksploitasi manusia
sebagai benda ekonomi. Kesalahan dalam pemanfaatan dan penanganan unit sumberdaya akan menimbulkan
tragedi (Harding, 1962) sedangkan apabila dapat mengelolanya dengan baik akan menjadi akhir sebuah drama
kebahagiaan (Orstom, 2002). Oleh karena itu kesadaran seluruh pihak pemangku kepentingan (stakeholders)
harus mau berpartisipasi dalam pemanfaatan dan pengelolaan DAS, terutama menghargai jasa lingkungan,
merupakan kunci keberhasilan pengelolaan DAS. Pemanfaatan sumberdaya DAS secara optimal akan berujung
kepada tercapainya tujuan konservasi, produktivitas dan pengentasan kemiskinan. Pemerintah (pemerintah

pusat, interdepartemental, dan daerah) secara kolektif harus mampu memfasilitasinya.

1.2. TUJUAN

(i) Menyusun inventarisasi regulasi dan kelembagaan yang bersangkutan dengan pengelolaan DAS dalam
kasus DPS Logawa

(i) Menganalisa kondisi kekinian antara regulasi dan strategi sesuai dengan perspektif stake holders yang
berperan dalam pengelolaan DAS dalam rangka sistem keberlanjutan kondisi dan fungsi pemanfaatan
DPS Logawa dengan Analisis Likert

Il. METODOLOGI

2.1. Dasar teori

Daerah aliran sungai merupakan bentuk suatu sistem yang saling terhubung dan pengaruh-
mempengaruhi antara bagian hulu, tengah, hilir demikian pula antar pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Oleh
karena itu dalam menyelesaikan dan mengurai permasalahan suatu DAS diperlukan pendekatan sistem yang

dirinci menjadi sebagai berikut:

2.1.1. Ruang lingkup sistem keberlanjutan kondisi dan fungsi pemanfaatan DPS Logawa

Mengacu kepada pendapat Agrawal (2001) dan Kerr (2007) bahwa DAS merupakan suatu sistem yang
terdiri atas sub sistem sumberdaya dan sub sistem unit sumberdaya maka dalam penelaahannya lebih tepat
apabila dilakukan dengan pendekatan teori sistem. Oleh karena itu, dalam pembuatan makalah ini disusun
kondisi dan fungsi pemanfaatan DPS Logawa secara sistematis sebagai suatu sistem yang terpadu.

Ruang lingkup sistem keberlanjutan kondisi dan fungsi pemanfaatan DPS Logawa adalah faktor yang
berkaitan dengan penyebab terjadinya kerusakan kondisi dan fungsi DPS Logawa yang meliputi perilaku
manusia antara lain kesalahan pengelolaan pembangunan, konservasi, pendayagunaan dan pemanfaatan DAS,
distribusi dan pengendalian daya rusak, kelemahan kelembagaan maupun inventarisasi aset dan sistem informasi.



2.1.2.  Analisis kebutuhan

Analisa kebutuhan merupakan permulaan pengkajian dari suatu sistem (Eriyatno, 1999). Analisa
kebutuhan menguraikan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan kemudian diikuti dengan pendeskripsian masing-
masing kebutuhan. Hal ini perlu dilakukan secara hati-hati terutama dalam menentukan kebutuhan-kebutuhan
setiap pihak yang terlibat dalam sistem. Demikian pula yang terjadi dalam analisa kebutuhan sistem

keberlanjutan kondisi dan fungsi DPS Logawa.

2.1.3. Formulasi permasalahan

Formulasi masalah dimaksudkan untuk merumuskan masalah-masalah yang ada berdasarkan informasi
terperinci yang diperoleh selama identifikasi sistem kemudian dikelompokkan berdasar kriteria untuk segera
dapat dievaluasi. Hasil formulasi masalah dikembangkan lebih lanjut agar memenuhi kriteria output yang

optimal.

2.1.4. ldentifikasi Regulasi dan Kelembagaan
Identifikasi regulasi dan kelembagaan dalam rangka Sistem keberlanjutan kondisi dan fungsi
pemanfaatan DPS Logawa dapat didekati melalui analisis Likert yang dilakukan dalam bentuk Forum Group
Discusion (FGD) melalui diskusi antar seluruh stakes holders yang berperan dalam pengelolaan DAS. Agar
penelitian ini lebih terarah sesuai dengan tujuan yang diharapkan maka dilakukan langkah prosedural sebagai
berikut:
(i)  Studi literatur metode FGD dan analisis likert untuk memilih kesesuaian model yang tepat antara bentuk
permasalahan dengan cara penyelesaian;
(ii) Pelaksanaan FGD Diskusi antar seluruh stakes holders dalam penerapan metode likert sebagai sistem
pendukung pengambilan keputusannya;
(iii) Implementasi metode Likert setelah memperoleh masukan dari hasil Diskusi FGD yang akan dipergunakan
untuk memperoleh keputusan yang paling optimal dalam menjaga keberlanjutan kondisi dan fungsi DPS

Logawa.

2.1.5. Metode Forum Group Discussion (FGD)

Survei dilakukan dengan melakukan diskusi melalui Forum Group Discussion (FGD) yang terdiri dari
beberapa pihak pemangku kepentingan (stake holders) pengelola DPS Logawa yang dibagi menjadi 3 (tiga)
kelompok besar, vyaitu: (a) kelompok wakil lembaga pemerintah (kehutanan, sumberdaya air, tata ruang,
pertanian, perikanan, pengendali lingkungan dan perencana pembangunan daerah); (b) pihak swasta (perusahaan
air minum, dan lembaga swadaya masyarakat); (c) masyarakat sekitar DPS Logawa. Diskusi dan penyerapan
aspirasi dilakukan untuk melihat dan mengetahui kondisi serta fungsi aset fisik (alamiah maupun buatan
manusia) sumberdaya air, aset kelembagaan yang berkepentingan dalam pemanfaatan dan pengelolaan, aspek
regulasi yang memayungi pelaksanaan pemanfaatan dan pengelolaan. Diskusi tersebut dilakukan kepada para
pemangku kepentingan yang terlibat dalam pemanfaatan dan pengelolaan aset sistem sumberdaya dan unit

sumberdaya dalam hal pemahaman peran, tugas dan fungsi serta aspek sosial yang mempengaruhinya.



Berdasarkan hasil inventarisasi dari setiap pihak yang berkepentingan (stake holders) diperoleh beberapa
regulasi dan kelembagaan yang terpisah maupun berkaitan dalam pelaku pengelolaan dan pemanfaatan DAS.
Para pelaku dimaksud adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten

Banyumas, Pengusaha, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta masyarakat di wilayah DAS yang

I11. HASIL DAN PEMBAHASAN

mempunyai tugas pokok fungsi seperti pada Tabel 1 berikut :

Tabel 1. Kelembagaan dan Tugas Tanggungajawab dalam Pengelolaan DAS

1 | BPDAS Serayu Opak Progo Konservasi
Konservasi, Pendayagunaan dan
2 BBWS Serayu Opak Penanggulangan Daya Rusak
3 | Perum Perhutani KPH Banyumas Timur Konservasi dan Pendayagunaan Hutan
4 | Dewan Sumber Daya Air Prov. Jawa Tengah Koordinasi
5 Bappeda Prov. Jawa Tengah Perencanaan Wilayah Prov.
6 | Badan Lingkungan Hidup Prov. Jawa Tengah Pengamanan Lingkungan
7 | Dinas Kehutanan Prov. Jawa Tengah Kelestarian Hutan
8 | Dinas PSDA Prov. Jawa Tengah Pengelolaan sumberdaya air dan irigasi
9 Bappeda Kab. Banyumas Perencanaan Wilayah Kab
10 | Badan Lingkungan Hidup Kab. Banyumas Pengamanan Lingkungan
11 | Dispertanbunhut Kab. Banyumas Pemanfaatzztzlr: g::;gﬁgg:g a;;]engelolaan
12 | Dinas SDABM Kab. Banyumas Pengelolaan sumberdaya air dan irigasi
13 | Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Banyumas Pemanfaatan air
14 Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kab. Pengelolaan sumberdaya alam
Banyumas
15 | Dinporabudpar Pemanfaatan air
16 | PDAM Pemanfaatan air
17 | Akademisi Penelitian
18 | Formas PSDA Serayu Hilir Pemberdayaan masyarakat
19 | Masyarakat Hulu DAS (penggerak): PKSM Pemberdayaan masyarakat
20 | LPPSLH (LSM); Forum Slamet; Argowilis; Pemberdayaan masyarakat
21 | Pemerhati Lingkungan Input informasi dan fasilitator




Tabel 2. Peraturan Terkait dan Jenis Caupan/ Kegiatan pada Pengelolaan DAS dan Hasil diskusi FGD

NO. PERATURAN TERKAIT JENIS CAKUPAN/ KEGIATAN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang . . .

! Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan Pengendalian daya rusak air/ sumber air
Undang- . . .

2 n _ang U_ndang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pengendalian daya rusak air/ sumber air
Perindustrian
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang

3 Konservasi Konservasi sumber daya air
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

- N Tahun 1 .

4 Undan.g U ndang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Pendayagunaan sumber daya air
Kepariwisataan

5 Undang-Undang Nomor_ 4 tahun 1992 tentang Pengendalian daya rusak air/ sumber air
Perumahan dan Permukiman
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budi .

6 g g ! g budl Pendayagunaan sumber daya air
Daya Tanaman

7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Pengelolaan DAS
Penataan Ruang

8 Undang—Undar?g Nomor 23.Tahun 1997 tentang Pengelolaan DAS
Pengelolaan Lingkungan Hidup

9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Konservasi sumber daya air
Kehutanan

10 Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengelolaan DAS
Sumber Daya Air

1 Un(_iang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Pendayagunaan sumber daya air
Perikanan

12 Peraturan Pemerintah Ngmor 22 Tahun 1982 tentang Pengelolaan DAS
Tata Cara Pengaturan Air
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang . .

13 . Konservasi sumber daya air
Perlindungan Hutan
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang

14 Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Pengelolaan DAS
Cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang

15 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Pengelolaan DAS
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang

16 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Pengelolaan DAS
Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang .

17 Pendayagunaan sumber daya air

Irigasi




Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang

18 Penatagunaan Tanah Pengelolaan DAS
19 Peraturan Pemerintah Nomor_ 42Tahun 2008 tentang Pengelolaan DAS
Pengelolaan Sumber Daya Air
Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang . .
20 . Konservasi sumber daya air
Pengelolaan Kawasan Lindung
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1998
21 tentang Penataan Ruang di Daerah Pengelolaan DAS
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
22 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Pengelolaan DAS
Manfaat Sungai dan Bekas Sungai
Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana
Wilayah
23 Nomor 327/KPTS/M/2002 tentang Enam Pedoman Pengelolaan DAS
Penataan Ruang
Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21
24 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Pengelolaan DAS
Propinsi Jawa Tengah
Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 22
25 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Konservasi sumber daya air
Propinsi Jawa Tengah
26 Perda 8/2008 tentang RIPDA Pariwisata Pendayagunaan sumber daya air
97 Pgrda 23/2008 tentang Pengendalian Lingkungan Pengelolaan DAS
Hidup
28 Perda 11/2009 tentang Irigasi Pendayagunaan sumber daya air
29 Perda 10/2011 tentang RTRW Pengelolaan DAS
P 12/2011 P ineral . . .
30 erda 12/2011 tentang Pertambangan mineral dan Pengendalian daya rusak air/ sumber air
batu bara
Perbup 49/2006 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan . . .
31 UKL dan UPL Pengendalian daya rusak air/ sumber air
Perbup 26/2007 tentang Tata Cara dan Persyaratan
32 Pembuatan izin Pembuangan Air Limbah ke Air/ Pendayagunaan sumber daya air
Sumber Air
Perbup 28/2007 tentang Tata Cara Penerbitan
33 Rekomendasi Tebang pada Hutan Hak dan Hutan Konservasi sumber daya air
Negara
P 7/2007 tentang Komisi P luhan Pertani .
34 erbup 37/2007 tentang Komisi Penyuluhan Pertanian, Pendayagunaan sumber daya air

Perikanan dan Kehutanan Kab. Banyumas




Dampak

Tingkat kepentingan (Likert, %)

Tingkat pengaruh (Likert, %)

No Stakeholders el Penilaian
(PISIT) 1980 | 1995 | 2010 | 2013 | 1980 1995 2010 2013 1980 1995 2010 2013
1 | BPDAS Serayu Opak Progo P Tidak P 0,00% | 0,00% | 000% | 000% | 000%| 000%| 000%| 000%
Agak P 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67%
Cukup P 2 3 3 3 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00%
P 33,33% | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 33,33%
Sangat P 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 000% /| 0,00% | 0,00%
2 | BBWS Serayu Opak P Tidak P 0,00% | 0,00% | 000% | 000%| 000%]| 000%| 000%| 000%
Agak P 33,33% | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 33,33%
Cukup P 4 4 4 4 0,00% | 0,00% | 000% | 0,00% | 000% | 000%/| 0,00%| 0,00%
P 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67%
Sangat P 0,000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 000% | 000%/| 0,00% | 0,00%
3 Perum Perhu_tani KPH P Tidak P
Banyumas Timur 33,33% | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 33,33%
Agak P 33,33% | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 33,33%
Cukup P 3 2 3 2 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 000% | 000%/| 0,00% | 0,00%
P 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 000%/| 0,00% | 0,00%
Sangat P 33,33% | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 33,33%
4 Dewan Sumber Daya Air Tidak P
Prov. Jawa Tengah P 0,000 | 0,00% | 000% | 0,00% | 000% | 000%/| 0,00%| 0,00%
Agak P 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 000% | 0,00% | 0,00%
Cukup P 4 4 4 4 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00%
P 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 000% | 000%/| 0,00% | 0,00%
Sangat P 0,00% | 0,00% | 000% | 000% | 000%| 000%| 000% | 000%




. o Dampak Tingkat kepentingan (Likert, %0) Tingkat pengaruh (Likert, %0)
No Peraturan Kegiatan Penilaian
1980 | 1995 | 2010 | 2031 1980 1995 2010 2031 1980 1995 2010 2031
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984
tentang Pengendalian
1 | Perindustrian (Lembaran Negara daya rusak air/ | Tidak P 33,33% | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 33,33%
Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan sumber air
Lembaran Negara Nomor 3274)
AgakP | 208 | 26 | 2 1235 ["33330 | 33330 | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 33,33%
Cukup P 33,33% | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 33,33%
P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Sangat P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Undang-Undang Nomor 11 Tahun
1967 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Pengendalian
2 | Pertambangan (Lembaran Negara daya rusak air/ | Tidak P 33,33% | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 33,33%
Tahun 1960 Nomor 22, Tambahan sumber air
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2831) 2,08 2,6 2 2,35
Agak P 33,33% | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 33,33%
Cukup P 33,33% | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 33,33%
P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Sangat P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990
tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Penaendalian
3 | Ekosistemnya (Lembaran Negara daga rusak Tidak P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan y
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3419) 29546 | 23 | 29 | 245
Agak P 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67%
Cukup P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Sangat P 33,33% | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 33,33%




1VV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang diuraikan dalam makalah ini maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai
berikut :
1. Sistem keberlanjutan kondisi dan fungsi pemanfaatan DPS Logawa adalah merupakan masalah yang

4.2.

komplek sehingga untuk pemecahan masalah dilakukan secara sibernetik, holistik dan efektif dengan
pendekatan kesisteman. Keberlanjutan kondisi dan fungsi pemanfaatan DPS Logawa secara kesisteman yang
berarti didalamnya terdiri dari kriteria-kriteria yang saling terkait dan mempengaruhi guna mencapai tujuan.
Dalam makalah ini sistem keberlanjutan kondisi dan fungsi pemanfaatan DPS Logawa dapat dikategorikan
berdasarkan kriteria-kriteria yang terdiri dari Perencanaan (1)), Regulasi (2), Monitoring dan Evaluasi (3),
Total Biaya Yang Dibutuhkan (4), Dukungan Teknologi (5) Sumber Daya Manusia (6) Kerusakan
Lingkungan (7) dan Kemanfaatan Ekonomi (8) serta koordinasi (9). Sedangkan alternatif pemecahannya
berdasarkan Kegiatan Konservasi. Pendayagunaan Pemanfaatan/ Eksploitasi, Pengendalian Daya
Rusak dan Kelembagaan serta Kegiatan Inventarisasi Aset dan Sistem Informasi.

Proses pencapaian tujuan dengan menggunakan AHP yang perlu diperhatikan adalah kriteria jangan terlalu
banyak baik arah vertikal maupun horisontal. AHP dapat digunakan untuk analisis sistem keberlanjutan
kondisi dan fungsi pemanfaatan DAS sehingga dari beberapa alternatif dapat dipilih alternatif yang terbaik.

Berdasarkan alternatif urutan prioritas maka Kegiatan Konservasi menjadi penting.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan AHP maka Sistem keberlanjutan kondisi dan fungsi

pemanfaatan DPS Logawa dapat direkomendasikan bahwa Unsur Konservasi merupakan kriteria terpenting

karena dapat memperngaruhi secara langsung beberapa kegiatan dihilirnya yaitu Kegiatan Pendayagunaan

Pemanfaatan/ Eksploitasi dan Kegiatan Pengendalian Daya Rusak, sedangkan seluruh kegiatan diatas akan

berjalan maksimal jika kegiatan Kelembagaan dan Kegiatan Inventarisasi Aset dan Sistem Informasi dapat

berjalan dalam rangka mencapai tujuan keberlanjutan pengelolaan pemanfaatan DAS.
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